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This study aims to test empirically whether the competence of the village government, 
the internal control system (ICS), and the accessibility of financial statements affect the 
accountability of village fund management. The population of this study was the village 
head and village treasurer in the city of Pariaman totaling 110 people. Entire 
population became sample of this study. The results showed that the competency of the 
village government and Internal Control System had an effect on the accountability of 
village fund management while the accessibility of financial statements did not affect 
the accountability of village fund management. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah kompetensi pemerintah 
desa, sistem pengendalian internal (SPI), dan aksesibilitas laporan keuangan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dari penelitian 
ini adalah kepala desa dan bendahara desa se-Kota Pariaman yang berjumlah 110 
orang. Sampel pada penelitian ini mengambil seluruh total populasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  Aksesibilitas laporan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan 
dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan.  
Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan 
salah satu pilar utama dalam tata kelola kepemerintahan yang baik. Akuntabilitas 
merupakan kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi 
tanggung jawab yang menjadi amanahnya.  Menurut Mahsun (2006) pemberi amanah 
dalam hal ini disebut principal berhak diberi pertanggungjawaban oleh agen atau pihak 
yang menerima amanah.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP),  akuntabilitas diartikan sebagai 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
secara periodik. Menurut Scott (2006), sebagai pengelola sumber daya pemerintah 
perlu menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat. Dengan mengedepankan 
akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah 
akan meningkat, sehingga masyarakat akan mendukung aktivitas dimaksud (Jorge et 
al.2011). 
Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa masih sangat layak 
untuk diteliti, dikarenakan dana desa merupakan program pemerintah pusat yang baru 
dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan 
keuangan sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan mengkaji berbagai faktor 
yang mempengaruhi akuntabilitas. Faktor-faktor tersebut diantaranya kompetensi, 
aksesibilitas, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan sistem 
akuntansi keuangan daerah (Nurlaili, 2016; Widyatama et al.,2017; Fauziyah, 2017). 
Penelitian ini akan mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor tersebut kompetensi, sistem pengendalian internal dan 
aksesibilitas laporan keuangan. 
Kompetensi menjadi variabel penting untuk diteliti, mengingat desa mempunyai 
kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar. Kompetensi terkait dengan 
pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintahan desa 
dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan 
keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 
dapat ditingkatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dengan nyusun laporan 
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa (Widyatama 
et al., 2017; Mada et al., 2017). 
 Sistem pengendalian internal adalah proses dimana organisasi menjalankan 
aktivitas secara efisien dan efektif, akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh 
kepada hukum dan regulasi yang ada (Aramide et al 2015) dana pengelolaan menjadi 
akuntabel pada berbagai besaran dana, Faktor lain untuk menjamin akuntabilitas 
pengelolaan dana desa adalah pengendalian internal. Menurut Lamo (2015) untuk dapat 
menghasilkan informasi yang berkualitas adalah mengefektifkan pengendalian internal. 
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP), SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yg dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
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untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP secara menyeluruh 
diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah.  
Selain kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal, 
aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor penting untuk menjamin 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-
prinsip good governance, karena salah satu upaya dalam mewujudkan good 
governance adalah aksesibiltas laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa harus 
bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Kanisius 
(2003) menjelaskan teori aksesibilitas menyatakan bahwa suatu tujuan yang mudah 
dicapai secara langsung, terus-menerus dan penuh arti merupakan tujuan yang lebih 
mungkin untuk ditindaklanjuti. Masyarakat (publik) pada dasarnya memiliki hak dasar 
terhadap pemerintah, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan dan diberi informasi 
yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Laporan keuangan pemerintah merupakan 
salah satu bentuk hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Aksesibilitas 
terhadap laporan keuangan berarti memberi akses ke pihak pihak yang berkepentingan 
untuk memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan biaya murah (Santi et al., 
2018). Hasil penelitian Wardana (2016) mengindikasikan aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016) menemukan aksesibilitas 
laporan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kota Pariaman. Istilah desa di Provinsi 
disebut sebagai nagari. Penelitian untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana 
desa/nagari belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menjadikan kepala desa 
dan bendahara desa sebagai responden.  
Undang-undang Desa memberikan konsekuensi pendanaan yang harus 
dialokasikan untuk pembangunan desa hingga di tingkat paling bawah dengan tujuan 
untuk percepatan. Pendanaan desa setiap tahun meningkat. Pemerintah desa melalui 
Undang-undang desa mempunyai kewenangan secara otonom untuk mengelola 
sejumlah dana untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh sebab 
itu perlu dituntut akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengingat dana yang berasal 
dari APBN ini nilainya cukup besar. Alokasi dana desa 2015 Rp20,67 triliun, 2016 
sebesar Rp46,98 trilyun meningkat untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing 60 
trilyun. Akumulasi kebijakan dana desa dari 2015 sampai dengan 2018 bernilai 
Rp187,65 trilyun. Atas dasar besarnya dana desa yang dianggarkan, maka perlu 
masyarakat diberikan akses untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa 
melalui penyusunan laporan keuangan desa. Kompetensi aparatur pemerintahan desa 
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terutama aparatur desa yang mengelola 
keuangan desa perlu menjadi perhatian karena kualitas informasi keuangan yang 
disajikan dalam laporan keuangan tergantung dari kemampuan pejabat tersebut. Selain 
faktor kompetensi dan aksesibilitas, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi 
juga oleh implementasi sistem pengendalian internal. Jika pengendalian internal lemah 
maka pengelolaan dana desa juga akan menghadapi masalah.  
Dana desa diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
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masyarakat. Diharapkan dengan dikucurkannya dana jumlah jumlah desa tertinggal 
dapat dikurangi sampai 5.000 desa, dan jumlah desa mandiri bertambah sedikitnya 
2.000 desa pada tahun 2019. Tahun 2015 terdapat desa mandiri sebesar 3.608 dari 
73.709 atau 4,89%, sedangkan desa tertinggal berjumlah 33.592 dari 73.707 atau 
45,57% (Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi RI, 
2015). 
Indonesia Corruption Watch, mendokumentasikan masalah korupsi anggaran 
desa dari tahun 2015- 2017. Pada tahun 2015 ditemukan 17 kasus korupsi, dan 
meningkat di tahun 2016 menjadi 14 kasus. Selanjutnya ditemukan kasus korupsi 96 
kasus di tahun 2017. Secara total terjadi 154 kasus korupsi dalam 3 (tiga) tahun 
berturut-turut (Kadir dan Moonti 2018). Adapun modus yang dilakukan untuk 
melakukan korupsi diantaranya: Rancangan Anggaran Biaya dibuat di atas harga pasar, 
pembiayaan pembangunan fisik dana desa dipertanggungjawabkan kepala desa 
bersumber dari sumber lain, meminjam dana desa dan memindahkan ke rekening 
pribadi namun tidak dikembalikan, oknum memotong dana desa, mark-up dalam 
pemberian honor, hasil pemungutan pajak tidak disetor ke negara, inventaris kantor 
yang dibeli digunakan untuk kepentingan pribadi.  
 
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS 
 
Teori Stewardship  
 Stewardship theory adalah teori yang didasarkan pada asumsi filosofis tentang 
sifat manusia. Manusia hakikatnya dapat dipercaya, penuh tanggung jawab bila 
bertindak, berintegritas dan jujur (Lamo, 2015). Pandangan stewardship bermakna 
bahwa manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan untuk hidup berkelompok dan 
bekerja sama (Prasetyantoko, 2008). 
 Implikasi teori Stewardship terhadap penelitian ini adalah menjelaskan 
keberadaan pemerintah desa (steward) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta 
tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Akan 
melaksanakan Tupoksinya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sehingga 
kesejahteraan masyarakat (principal) dapat dicapai secara maksimal. 
Pemerintah desa (steward) dituntut untuk mengimplementasikan good 
government governance. Salah satu pilar utamanya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas 
yang dimaksud pada penelitian ini adalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.  
 
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang 
baik. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah salah satu karakteristik good 
governance. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi 
untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya (Rudito, 2016). Sedangkan 
menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik diartikan sebagai kewajiban pihak 
memegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas menuntut 
pengambil keputusan bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya 
(Mardiasmo, 2002).  
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 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada kerangka konseptual dijelaskan tujuan 
pelaporan keuangan dan kaitannya dengan akuntabilitas. Pada bagian peranan dan 
tujuan pelaporan dinyatakan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi 
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 
digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 
melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, 
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan (par 24). Setiap entitas 
pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan 
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur 
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, 
transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja (par 25). Selanjutnya 
pada par 26 dijelaskan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan 
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Berdasarkan 
deskripsi di atas yang ditemukan pada kerangka konseptual SAP dapat disimpulkan 
akuntabilitas adalah dasar pelaporan keuangan pada pemerintah. Akuntabilitas adalah 
tujuan paling utama dari pelaporan keuangan. Akuntabilitas didasarkan pada keyakinan 
bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui (right to know), untuk menerima 
fakta-fakta yang dideklarasikan secara terbuka (Permendagri 20 tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa). 
 Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa pada peraturan ini 
adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa 
didasarkan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 
dan disiplin anggaran.  Berdasarkan peraturan ini akuntabel pengelolaan desa 
merupakan asas yang harus dipatuhi oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa dalam 
peraturan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dapat disimpulkan bahwa 
pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai 
dengan pertanggungjawaban terkait dengan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang. 
Pada peraturan ini diatur tentang aksesibilitas informasi kepada masyarakat 
tentang pengelolaan keuangan Desa. Pada pasal 70 (1) dinyatakan Kepala Desa 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada 
Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan yang diterbitkan 
Kepala Desa meliputi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. 
Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Keuangan Desa 
terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan. Semua 
laporan ini diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi 
paling sedikit memuat: 
a. Laporan realisasi APB Desa 
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b. Laporan realisasi kegiatan 
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 
d. Sisa anggaran; dan 
e. Alamat pengaduan 
 
Kompetensi Pemerintah Daerah  
 Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya 
pada pasal 233 ayat 2 dijelaskan bahwa kompetensi pemerintahan antara lain mencakup 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, 
hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan 
keuangan daerah. Kompetensi pada dasarnya terdiri komponen pengetahuan, keahlian 
dan sikap. Dengan demikian kompetensi dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan, 
keterampilan dan tingkah laku yang dimiliki seseorang. Tingkat kompetensi 
pengetahuan dan keahlian memperlihatkan    karakteristik yang dimiliki manusia lebih 
nyata  dibandingkan dengan sikap. Sikap merupakan bentuk kompetensi yang lebih 
tersembunyi dan berada pada titik sentral kepribadian seseorang. Kompetensi 
menggambarkan apa yang dilakukan di tempat kerja. Apa yang dikerjakan tersebut 
dijelaskan pada berbagai tingkatan dan diperinci standar tersebut untuk masing-masing 
tingkatan. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan 
individu yang  diperlukan ditempat kerja memungkinkan  tugas dan tanggung jawab 
akan dilakukan secara efektif. Dengan demikian standar kualitas profesional akan dapat 
dicapai (Kompri, 2017). 
 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
Struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh 
eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian Keandalan laporan keuangan, 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi 
operasi (Bastian, 2003). 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia diatur didalam 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern. SPIP 
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan.  
SPIP diterapkan diseluruh organisasi pemerintahan baik di level pusat maupun 
daerah dan diawasi oleh inspektorat.  Ada pun unsur-unsur SPIP sebagai berikut: 
a. lingkungan pengendalian; 
b. penilaian risiko; 
c. aktivitas pengendalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. pemantauan pengendalian intern. 
 
Untuk dapat mewujudkan lingkungan pengendalian  pemerintah merealisasikan  
hal berikut ini: 
a. penegakan integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
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c. kepemimpinan yang kondusif; 
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia; 
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
 
Penilaian risiko berkaitan dengan probabilitas kejadian yang dapat mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran.  Pimpinan instansi perlu melakukan identifikasi risiko 
dan analisis risiko. 
Kegiatan Pengendalian diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk mengatasi 
risiko. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan upaya 
mengatasi risiko dilakukan secara efektif.  
Aktivitas pengendalian meliputi: 
a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 
b. pembinaan sumber daya manusia;  
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
d. pengendalian fisik atas aset; 
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
f. pemisahan fungsi; 
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atau transaksi dan kejadian; 
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;  
k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan 
kejadian penting. 
 
Dalam rangka mewujudkan unsur SPIP Informasi dan Komunikasi pimpinan 
instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam 
bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi harus efektif untuk itu perlu disediakan dan 
dimanfaatkan bermacam bentuk dan sarana berkomunikasi. Sistem informasi dikelola 
dan dikembangkan serta diperbaharui secara berkelanjutan. Pemantauan atas mutu 
kinerja SPI dilakukan oleh pimpinan instansi melalui pemantauan berkelanjutan, 
evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit dan reviu. 
 
Aksesibilitas pengelolaan keuangan Desa 
Akuntabilitas yang efektif tergantung pada aksesibilitas publik terhadap laporan 
pertanggungjawaban maupun temuan yang dapat dibaca dan mudah dipahami. Akses 
dapat diperoleh dari media surat kabar, internet, radio, televisi. Hak masyarakat untuk 
dapat mengakses laporan keuangan wujud dari bukti pertanggungjawaban dan 
pengelolaan (accountability and stewardship) (Mardiasmo, 2005).   
Aksesibilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
daerah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui penyebaran informasi 
laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak pengguna 
yang berkepentingan (Mustofa, 2012) 
Mardiasmo (2005) mengemukakan “Hak publik atas informasi  keuangan  
muncul  sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik yang mensyaratkan 
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organisasi  publik untuk memberikan laporan  keuangan  sebagai  bukti  
pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan stewardship)”. 
Berdasarkan penjelasan dan berbagai argumentasi diatas, dapat disimpulkan 
dana desa merupakan dana masyarakat yang dalam pengelolaannya oleh Pemerintahan 
Desa perlu diinformasikan ke masyarakat melalui akses media yang mudah diperoleh. 
Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipantau oleh masyarakat dan pihak-pihak 
yang berkepentingan jika aksesibilitas informasi yang menggambarkan bagaimana dana 
desa dikelola dapat disebarkan dari berbagai media.  
 
Kompetensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 Dana desa merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk desa melalui 
pemerintah daerah, sehingga dana tersebut menjadi pendapatan bagi desa. Desa dituntut 
membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi dalam 
pengelolaan dana desa. Laporan keuangan yang dibuat pemerintahan desa lebih 
sederhana karena masih minimnya kapasitas pejabat pengelola keuangan desa. Menurut 
Cheng et al. (2002) kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan akan 
mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kompetensi aparatur 
terkait aspek pribadi dari yang bersangkutan. Kompetensi yang dimiliki akan 
menentukan pencapaian kinerja seseorang. Aspek pribadi tersebut meliputi sifat, motif, 
sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi yang dimiliki akan 
mengarahkan tingkah laku seseorang yang selanjutnya akan menghasilkan kinerja 
(Widyatama et al., 2016). Kompetensi merupakan faktor internal yang
 
penting untuk 
dipertimbangkan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. 
Berdasarkan penelitian kompetensi aparatur pemerintah desa tergolong masih sangat 
lemah ketika harus mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang terbilang cukup besar. 
Hal ini didukung dengan jawaban responden pada kuesioner bahwa rata – rata 
menjawab ragu – ragu mengenai pengetahuan dan pemahaman dalam penyajian 
laporan keuangan. 
 Beberapa penelitian terdahulu mendokumentasikan kompetensi berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Zirman et al. (2010) meneliti Pengaruh 
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, 
Motivasi Kerja dan Ketaatan pada Peraturan Perundang - Undangan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan 
hasil bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang sama juga ditemukan pada 
penelitian Mada (2017) dan Widyatama (2017). Aziz dan Zuhro (2018) menyatakan 
bahwa kemampuan staf/sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting 
yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber 
daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maka semakin tinggi akuntabilitas 
pengelolaan keuangan. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat dirumuskan hipotesis: 
H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
 
Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas  
 Pemerintah dituntut untuk menerapkan good government governance pada 
penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk new public management. Untuk 
mewujudkan hal tersebut perlu diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel 
dan transparan. Peran sistem pengendalian internal dan pengawasan untuk mencapai 
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan 






pengelolaan keuangan yang akuntabel sangat signifikan. Untuk itu implementasi SPIP 
di instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk adanya proses perencanaan 
pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien dan 
terkendali. Implementasi Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan agar 
pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan baik pada pemerintah 
pusat dan daerah. Dengan demikian pengelolaan keuangan dapat 
dipertanggungjawabkan ke masyarakat luas.  
 Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian Zaini (2013) mendukung hipotesis 
yang diajukan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. 
Aramide et al., (2015) meneliti efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas 
keuangan pemerintah daerah di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
pemerintah daerah sistem pengendalian internal yang efektif meningkatkan 
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Astuti (2016) meneliti pengaruh sistem 
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap 
akuntabilitas kinerja akuntabilitas pemerintah pada dinas kota Bandung. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal 
terhadap akuntabilitas kinerja. Martini et al., (2019) lebih dalam menganalisa dampak 
unsur SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Unsur SPIP yang diuji 
meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi 
dan komunikasi dan pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di 
Banyuasin Sumatera Selatan. Hasil penelitian secara parsial dan secara serentak unsur-
unsur SPIP berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. 
Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan dana desa. 
 
Aksesibilitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses informasi kepada 
masyarakat agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dinilai. Masyarakat (publik) 
memiliki hak dasar yaitu hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang 
meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan 
tertentu yang menjadi perdebatan publik (Kanisius, 2013). Laporan atas pengelolaan 
dana desa  oleh pemerintah desa merupakan salah satu bentuk hak publik yang harus 
diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Akuntabilitas yang efektif 
ditentukan oleh akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban dan laporan temuan 
yang dapat dibaca dan dipahami. Akses dapat diberikan dalam bentuk media seperti 
surat kabar, majalah, radio, televisi, website yang dapat mendorong akuntabilitas 
pemerintah terhadap masyarakat (Shende & Bennet 2004). Pemerintah desa untuk 
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dituntut untuk memberikan 
kemudahan bagi masyarakat desa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya 
untuk dapat mengakses informasi penggunaan dana desa. Kemudahan akses tidak 
hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga 
masyarakat luas. Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN sehingga masyarakat 
luas berkepentingan dengan akuntabilitas pengelolaannya. Laporan keuangan yang 
disusun pemerintah desa akan bermakna apabila dapat diakses dengan mudah oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tujuan alokasi dana desa untuk membangun 
desa dan mensejahterakan masyarakat desa dapat tercapai maksimal. 
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Dengan diberikannya kemudahan akses terhadap laporan keuangan, maka 
fungsi kontrol terhadap penggunaan dana publik baik yang dilakukan oleh badan 
pemeriksa, masyarakat dan investor akan terwujud. Dengan dilakukannya fungsi 
kontrol oleh berbagai pihak diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan 
semakin baik. 
Hasil penelitian terdahulu mendokumentasikan, aksesibilitas merupakan salah 
satu faktor yang dapat menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Mulyana 
(2006) meneliti dampak penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian 
membuktikan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Mulyana 
(2006)  didukung oleh hasil penelitian Nasution (2009), menemukan  aksesibilitas 
laporan keuangan SKPD berpengaruh  signifikan dan  positif  terhadap  akuntabilitas 
pengelolaan keuangan SKPD. Selanjutnya Mustofa (2012) meneliti pengaruh penyajian 
dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang diajukan. Konsisten dengan 
penelitian Mustofa (2012) dan Wardana (2016) menemukan bahwa aksesibilitas 
laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan desa. Demikian juga halnya dengan hasil penelitian Nurlaili (2016) dan 
Fauziyah (2017) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap   
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah 
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Berdasarkan argumentasi 
diatas dapat dirumuskan hipotesis: 





Variabel dan Pengukurannya  
Akuntabilitas publik adalah adalah kewajiban pihak memegang amanah (agent) 
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Variabel akuntabilitas pengelolaan 
dana desa digunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian Wardana (2016). 
Terdapat 4 indikator dengan 10 butir pernyataan yaitu akuntabilitas kejujuran, 
akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, Akuntabilitas program dan akuntabilitas 
kebijakan.  
Kompetensi pemerintahan desa didefinisikan sebagai tingkat, pengetahuan, 
sikap,  dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam mengelola dana 
desa. Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Widyatama (2017) 
terdiri dari 3 indikator dengan 9 butir pernyataan.  
Sistem Pengendalian Intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan 






pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Variabel ini diukur dengan 
instrumen yang digunakan dalam penelitian Wardana  (2016), terdiri dari 9 butir 
pernyataan.  
Aksesibilitas diartikan sebagai tingkat kemudahan individu atau kelompok 
untuk mengetahui dan memperoleh informasi (data) yang diperlukan atau bersifat 
penting.  Variabel penelitian ini diukur dengan instrumen yang digunakan dalam 
penelitian Wardana (2016), terdiri dari 3 butir yaitu keterbukaan, kemudahan dan 
aksesibilitas. Semua responden diminta menjawab berdasarkan 5 pilihan jawaban skala 
likert, dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Demografi Responden dan Variabel Penelitian 
 Jumlah kuesioner yang diberikan kepada kepala desa dan bendahara desa se kota 
Pariaman sebagai target responden berjumlah 110. Jumlah kuesioner diberikan kepada 
55 kepala desa dan 55 bendahara desa. Tingkat pengembalian kuesioner adalah 97 %.  
Dari 110 kuesioner yang diberikan ke responden, 107 dikembalikan dan 3 (tiga) 
kuesioner tidak dikembalikan. Dari 107 kuesioner yang dikembalikan tidak semua 
kuesioner dapat diolah lebih lanjut menjadi data penelitian. Terdapat 30 kuesioner yang 
tidak dapat digunakan karena tidak diisi lengkap dengan persentase item pernyataan 
yang tidak dijawab signifikan. Secara ringkas deskripsi tingkat pengembalian kuesioner 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Keterangan Total Persentase  
Kuesioner yang disebarkan 110 100% 
Kuesioner yang kembali 107 97% 
Kuesioner yang tidak kembali 3 3% 
Kuesioner yang tidak dapat digunakan 30 28% 
Kuesioner yang dapat digunakan 77 72% 
Sumber: Data diolah 
 Dari 77 kuesioner yang kembali, 53,2 % responden adalah laki-laki dan 36 atau 
46,8 % adalah perempuan. Berdasarkan jabatannya, responden Kepala Desa berjumlah 
42,9% , bendahara desa berjumlah 54,5%, serta 2 responden tidak memberi keterangan.   
  
Tabel 2 
Hasil Uji Stastistik Deskriptif 
Variabel Butir Min Maks Modus Std.Dev 
Kompetensi  9 3 5 4 1,552 
Sistem Pengendalian Internal 9 3 5 4 1,479 
Aksesibilitas  Laporan Keuangan  3 1 3 2 1,44 
Akuntabilitas  
Pengelolaan Dana Desa  
10 3 5 4 1,66 
Sumber: Data diolah 
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 Berdasarkan tabulasi jawaban responden, hal menarik adalah kebanyakan 
responden menjawab tidak setuju untuk butir pernyataan tentang aksesibilitas laporan 
keuangan.  
 
Pengujian Hipotesis  
Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji kualitas data meliputi uji 
validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Hasil pengujian validitas dengan uji 
Keiser-Meyer-Olkin, diperoleh hasil semua variabel adalah valid dengan nilai Keiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequnecy (KMO-MSA) diatas 0,5 (KMO>0,5).  
Demikian juga dengan uji reliabilitas instrumen berbasis Cronbach Alpha, 
memperlihatkan semua butir pernyataan reliabel (> 0.7), sehingga semua butir dapat 
digunakan dalam pengujian hipotesis.  
  
Tabel 3 





(Constant)  9.301 0.30 
Kompteensi + 0,258 0.008 
Sistem Pengendalian Internal + 0,602 0.000 
Aksesibilitas Laporan Keuangan + 0,185 0.377 
Adj R
2 
 0.493  
F test  0.513 0.00 
     Variabel Dependen : Akuntabilitas Dana Publik 
      Sumber : Data primer diolah 
 
Hasil uji hipotesis pada tabel 3 memperlihatkan H1, variabel kompetensi  
memiliki koefisien positif (0.258) dan signifikan (< 0.05). Berarti, penelitian ini 
membuktikan secara empiris bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas dana publik. Selanjutnya, hasil uji H2, variabel Sistem Pengendalian 
Internal memiliki koefisien positif (0.602) dan signifikan (< 0.05). Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal terbukti secara empiris 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Dana publik. Terakhir, hasil uji H3, 
variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki koefisien positif (0.185) namun 
tidak signifikan (> 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan 
Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Publik.   
 
Pembahasan 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah 
desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini 
mengindikasikan kompetensi yang dimiliki kepala desa dan bendahara desa berdampak 
positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan teori stewardship 
dimana sifat manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab 
(Lamo,2015). Sebagai steward pemerintah desa termotivasi untuk bertindak dengan 
penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan memiliki kejujuran terhadap pihak 
lain dalam hal ini masyarakat sebagai principal yang mesti diberikan pelayanan dan 
disejahterakan. Steward dalam hal ini kepala desa, sebagai pelaksana penyelenggaraan 
pemerintahan desa dituntut mengimplementasikan good government governance. Hasil 
penelitian ini dapat dijelaskan dengan stewardship theory (Davis et al, 1997). Teori 
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan 






yang merupakan cabang dari psikologi dan sosiologi ini menyatakan eksekutif sebagai 
pengelola mempunyai motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan 
organisasi. Pengelola berperan besar untuk mencapai tujuan organisasi. Pada 
pemerintahan desa pejabat pemerintah desa merupakan eksekutif yang melaksanakan 
pemerintahan desa dan penanggung jawab. Rendahnya kompetensi aparatur desa dapat 
menjadi penghalang akuntabilitas pengelolaan dana. Apabila kompetensi sumber daya 
manusia desa bermasalah ditambah lagi fungsi monitoring dan evaluasi atas 
pengelolaan dana desa kurang efektif dapat mengakibatkan penggunaan dana desa tidak 
sesuai dengan alokasi peruntukannya. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana 
desa belum memenuhi asas pertanggungjawaban yang diharapkan. 
Dalam accountability framework, faktor individu dalam hal ini kompetensi yang 
dimiliki pengelola dana desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan 
akuntabilitas. Kompetensi aparatur di pemerintahan desa dipandang masih rendah 
untuk mengelola alokasi dana desa yang nilainya cukup besar Widyatama et.al (2017). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Subroto 
(2009) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya aparatur desa yang rendah 
menjadi faktor penghambat pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pernyataan serupa 
juga dilaporkan dalam penelitian Fajri (2015), Irma (2015), dan Makalalag (2017) yang 
menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa masih mengalami kendala disebabkan 
rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa itu sendiri. Kesimpulan tentang 
kompetensi menjadi salah satu penyebab rendahnya akuntabilitas didukung oleh hasil 
penelitian Mada (2017) yang membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi aparat 
pemerintah desa maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun 
penelitian Widyatama (2017) menemukan hasil yang berbeda dimana hasil penelitian 
tidak mendukung hipotesis yang menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas. 
Hipotesis kedua menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
desa. Temuan ini mengindikasikan dengan diimplementasikannya sistem pengendalian 
internal, organisasi akan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki 
keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset yang memadai sehingga 
organisasi akan mempunyai keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi dan 
perbaikan pengendalian internal melalui pengawasan inspektorat ditujukan untuk 
meningkatkan akuntabilitas (Aikins, 2011). Temuan penelitian ini mempertegas hasil  
penelitian Wardana (2016) dan Astuti (2016) yang menyatakan semakin baik 
pengendalian internal yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan organisasi maka 
akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan maksud diwajibkannya implementasi sistem 
pengendalian internal pemerintah pada semua instansi pemerintah baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Tujuan implementasi SPIP untuk memberi keyakinan tercapainya 
tujuan penyelenggaraan negara dengan efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang 
andal, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Apabila SPIP diterapkan dengan baik dan benar maka pengelolaan keuangan negara, 
daerah dan desa akan dilaksanakan dengan jujur dan taat pada regulasi sehingga 
akuntabilitas pengelolaan keuangan publik akan meningkat. Penyelewengan terhadap 
dana desa tidak akan terjadi dan momentum dana desa yang diserahkan pengelolaan 
kepada pemerintah desa akan dapat mencapai tujuannya yaitu mempercepat 
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pembangunan di desa dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa.  
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dapat dicapai dengan 
dilakukannya pengendalian terhadap kegiatan. Pengendalian yang diterapkan mengacu 
kepada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Fungsi SPI sebagai rujukan 
penyelenggaraan dan menjadi tolak ukur penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan 
efisien dengan mempertimbangkan asas manfaat dan biaya, aspek sumber daya 
manusia yang tersedia, dan acuan untuk mengukur efektivitas dan kemajuan teknologi 
serta dilakukan secara komprehensif (Romney et al.,2014). 
Hipotesis ketiga menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini tidak mampu 
membuktikan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa. Artinya, H3 ditolak. Laporan keuangan pemerintah diperlukan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial, kinerja keuangan dan juga untuk 
menilai efisiensi dan efektifitas agar dapat dinilai akuntabilitas pemerintah dalam 
mengelola keuangan. Oleh sebab itu laporan keuangan perlu disampaikan ke media 
yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun hasil penelitian ini menemukan bahwa 
aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 
Kemudahan individu atau kelompok memperoleh informasi yang diperlukan tidak 
berdampak kepada akuntabilitas desa. Hal ini mungkin disebabkan akses laporan 
pengelolaan dana desa saat ini hanya diletakan pada baiho- baliho, sehingga belum 
dapat dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Diduga 
media akses yang masih sederhana dalam bentuk baliho belum dinilai oleh masyarakat 
mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan hasil penelitian Azizah et al., (2015), namun tidak konsisten dengan 
penelitian Wardana (2016) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan 
berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa 
di Kabupaten Magelang. 
 




Dengan diimplementasikannya UU no 14 tentang desa, akuntabilitas 
pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang penting. Hal itu mengingat alokasi dana 
desa yang dikucurkan pemerintah nilainya terbilang cukup besar. Literatur penelitian 
akuntabilitas dana desa, beberapa variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas 
meliputi aksesibilitas, kompetensi, sistem pengendalian internal, penyajian laporan 
keuangan dan sistem akuntansi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 3 
variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas dana desa di kota Pariaman yaitu 
kompetensi, sistem pengendalian internal dan aksesabilitas. Hasil penelitian 
menemukan bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh 
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas. 
 
Keterbatasan 
Penelitian ini dilakukan di lingkup kota pariaman. Jumlah populasi yang 
menjadi target responden 110 orang yang terdiri dari 55 kepala desa dan 55 bendahara 
desa. Jumlah kuesioner yang dapat diolah hanya berasal dari 77 responden. Meskipun 
Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan 






tingkat pengembalian 97 % namun tidak semua kuesioner yang kembali dapat diolah. 
Terdapat 28% kuesioner yang kembali tidak dapat diolah karena banyak item 
pernyataan yang tidak diisi responden. 
 
Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Berdasarkan keterbatasan penelitian, disarankan penelitian berikutnya untuk 
memperluas jumlah nagari/desa yang mencakup beberapa   kabupaten/kota di Sumatera 
Barat. Dengan demikian jumlah responden penelitian dapat ditingkatkan, sehingga 
cakupan generalisasi hasil penelitian menjadi lebih luas. 
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